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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث śa s es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ad s es (dengan titik di bawah)
ض ad d de (dengan titik di bawah)
ط șta t te (dengan titik di bawah)
ظ za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ھ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
xi
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُا dammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,





 َى…│  َا … Fathah dan alif atau yaa’ a a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas





 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamuutu
xii
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh:
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔَْطْﻻا : raudah al- atfal
 َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟُاَﺔﻠِﺿﺎَﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ُِّﻌﻧ : nu”ima
 ﱞُوﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ǅber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻲِﺑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.
Contoh:
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َُﺔﻟَﺰﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
xiii
َﺔﻔَﺴﻠَﻔَْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒَْﻟا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮُْﻣَﺎﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan kata bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari − ′ ), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh:̅ Ẓ − ′− ℎ − ̅
9. Lafẓ al- Jalālah ( ا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh: diinullah billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DP, CDK, dan DR).
xiv
Contoh:
Wa mā muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lażi unzila fih al-Qur’ān
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid
Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:
swt. = subhanallahu wata’ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:
ص = ﺔﺤﻔﺻ
دم ﺪﺑوننﺎﻜﻣ=
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Judul Skripsi : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan
Kindang Kabupaten Bulukumba.
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Perkawinan di
Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulikumba? Pokok masalah tersebut
selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1. Faktor-faktor apakah
yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian
yang dilakukan anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang kabupaten
Bulukumba. 3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkawinan di bawah
umur.
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (field research)
atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan syar’i.
sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa
studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif
kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari
permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran terhadap
pentingnya pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua, dan faktor lingkungan tempat
mereka tinggal. 2. Dampak yang di timbulkan akibat perceraian yang di lakukan
anak yang menikah di bawah umur  di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
adalah berdapampak pada diri sendiri (mengalami trauma), adanya perubahan peran
dan status, serta sulitnya penyesuaian diri.
Implikasi dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perkawinan di bawah
umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan
mengurangi beban ekonomi keluarga, dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti
ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus SD
(sekolah dasar) atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak
yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikahkan anaknya.
Sehingga pada akhirnya terjadi perceraian, karena usia yang belum mencapai usia
dewasa (pikirannya masih labil) serta pengalamannya terhadap berbagai aspek
kehidupan masih sangat minim. Perkawinan adalah masalah perdata, kalaupun terjadi
tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, seringkali
penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab terkait
dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau
keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib
keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti. Untuk menekan laju




A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup
tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan
agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.
Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan
diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada
tanggal 2 januari 1974  dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975
yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1
Dari sisi ini bisa di pahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk
membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan
membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat
dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan
perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk kelurga-keluarga yang
baik, dan negara pun akan menjadi baik.
1Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 274.
2Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk
mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik
dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu
dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan
kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang
akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.2
Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha pernikahan
adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan
hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa
dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk  ijab dan Kabul
diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni
calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya
menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian,
misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka, dapat
bertindak wali-wali mereka yang sah.3
Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991
menguraikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsaaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan
ibadah.4 Allah swt berfirman dalam QS ar-Rum/ 30: 21
2Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 374.
3Falah Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.
36.
4Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia, h.
275.
3                                      
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS ar-
Rum/30:21)5
Dengan ayat tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama tuntunan Islam atas ikatan
antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya
ketentraman dan ketengan yang penuh dengan rasa mawaddah (cinta) dan rahmah
(kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.
Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum
dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam
belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang
tuanya.6
Dengan pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat 1 supaya dapat
menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip
mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan
tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan,
ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya
dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu
tertentu saja.
5Kementrian Agama, RI., Al-Qura’n dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Putra,
2011), h. 406.
6Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial
(Cet. I; Makassar: Alauddin university Press, 2014), h. 31.
4Urgensi dari  permasalahan tesebut ialah, masalah perkawinan atau
pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas, yang menjadi sebab utama
masyarakat di Kecamatan ini melakukan pernikahan di bawah umur, sehingga yang
dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti
meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa
pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan kehidupan rumah tangga. Disamping itu pengalamannya terhadap
berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas atau sumber daya
manusia yang rendah, maka dari itu sedikit anak-anak usia sekolah lanjutan yang
meneruskan pendidikannya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
guna menyusun sebuah skripsi dengan judul Pengaruh Perkawinan di Bawah
Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai pengaruh
perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian dalam persfektif hukum Islam
pada kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
2. Deskripsi Fokus
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, di perlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi
yakni: Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam
5Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba.
a. Perkawinan di bawah umur berarti perkawinan belum mencapai umur dewasa,
dalam Undang-undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh
melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan
dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-undang perlindungan anak, yang
disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun. Memasuki
hidup baru dalam rumah tangga baru perlu persiapan fisik yang prima terkait
dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak.
Nikah di bawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim
karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan
psikologi maupun kematangan organ reproduksi. Pembuahan pada organ
reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia
kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara
fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai
masalahnya.7
b. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat
hidup rukun lagi sebagai suami istri.8
c. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang biasa
di sepadankan dengan istilah “syariat” dan “fikih”.9 Namun dalam hal ini, penulis
7Andi syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Cet. I; Makassar: Alauddin University
Press, 2013), h. 48-49.
8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12.
6memakai makna dari perspektif adalah sudut pandang hukum Islam yang di
bangun berdasarkan Nash (al- Qur’an dan sunnah).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok
masalah adalah: Bagaimana Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat
Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba?
Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat di identifikasikan sub
masalah yang hendak dikaji, yaitu:
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah
umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan anak
yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur?
D. Kajian Pustaka
Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan
dengan pembahasan masalah perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian
dalam perspektif hukum Islam. Adapun literatur yang menjadi rujukan antara lain:
1. Agustio Slamet Riady, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap
Psikologis Keluarga, 2009 merupakan sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa
pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap psikologis keluarga.
Hal ini dapat dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga
9Asni, Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama Republik
Indonesia, 2012), h. 38.
7karena kesiapan mental yang kurang dalam menghadapi masalah yang terjadi
pada masyarakat yang diteliti. Pernikahan yang dilakukan di usia muda
banyak dilakukan dengan beberapa alasan seperti dijodohkan, sama-sama
suka, atau memang karena sudah waktunya. Namun jurnal ini tidak membahas
mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.
2. M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, 2014.
Buku ini Membahas tentang kebahagiaan dapat terwujud melalui ikatan
perkawinan, karena itu perkawinan yang dibina adalah perkawinan yang
kekal, agar suami istri dapat mewujudkannya sebagai tempat berteduh yang
nyaman, dan kasih sayang dalam membina dan memelihara anak-anaknya
agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Perkawinan yaitu salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera
melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam
bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Namun buku ini tidak
membahas mengenai perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.
3. Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2008.
Buku ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang penting
dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah
tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata
kehidupan masyarakat.
Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan
suami istri untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Kuat lemahnya
perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri sangat tergantung pada
8kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Namun buku
ini tidak membahas tentang perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di
bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan
anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan praktisi hukum tentang
perkawinan di bawah umur, dan akibat yang ditimbulkannya.
b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud
dan masalah yang sama.
c. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Undang-undang perkawinan,
sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU
No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur
Perkawinan di bawah umur terdiri dari: perkawinan dan bawah umur.
Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (perbuatan) nikah,
upacara nikah, perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.1
Drs. Sudarsono, SH. Memberikan uraian definisi tentang pernikahan, sebagai
berikut:
Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa
Indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan
kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda
di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum Nampak jelas
bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara
laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan
dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih
sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Keadaan ini lazim disebut keluarga
sakinah.2
Untuk menjelaskan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas,
penulis menyajikan pengertian perkawinan yang termuat dalam KHI dan UU
Perkawinan No. 1/1974, masing-masing sebagai berikut:
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I;
Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 995.
2Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.
36.
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“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”.3
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4
Kata bawah umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kedudukan
usia yang rendah (mengawinkan anak di bawah umur).5
Sedangkan pengertian istilah rangkaian kata perkawinan di bawah umur tidak
di temukan dalam berbagai literatur baik dalam buku-buku maupun dalam kitab
perundang-undangan. Namun demikian untuk memberikan penjelasan tentang
pengertian perkawinan di bawah umur, penulis melakukan pendekatan dengan UU
Perkawinan No. 1/1974 dan KHI, yang di dalamnya memberikan pembatasan usia
minimal kawin. Dengan demikian perkawinan di bawah umur dapat di asumsikan
bahwa suatu perkawinan atau pernikahan yang di lakukan antara seorang pria dan
wanita Yang menurut undang-undang masih berumur di bawah 19 tahun bagi laki-
laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan.  Oleh karena itu, mereka yang
melangsungkan perkawinan atau pernikahan di bawah batas usia minimal perkawinan
menurut perundang-undangan disebut perkawinan di bawah umur. Dengan demikian,
perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan atau pernikahan antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai  suami isteri yang menurut undang-undang
3H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: CV.
Akademika Persindo, 1995), h. 114.
4UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 15.
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perkawinan, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukim Islam berusia di bawah batas usia
minimal untuk melakukan akad nikah atau pernikahan. Hal tersebut di jelaskan di
dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Pengertian Usia di Bawah Umur
Usia di bawah umur berarti belum mencapai umur dewasa, yang dimaksud
disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur
dewasa, yakni kematangan untuk kawin. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak)
bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun,
apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.6
3. Perkawinan di Bawah Umur
Usia perkawinan khusunya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan
dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia
belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah.
Namun para ulama’ modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia
perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan dalam Undang-undang perkawinan
bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah
mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut
Undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum
mencapai umur 18 tahun.7
6Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial, h.
31.
7Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 48.
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Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara
20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang
paling baik untuk berumah tangga lazimnya usia laki-laki lebih dari pada usia
perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka
yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani
dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap
penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan
kesehatan (dalam laboratorium) dan konsultasi pranikah amat dianjurkan bagi
pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. Masalah kecantikan dan
ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat
menimbulkan distabilitas (ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan untuk
berfungsi dalam kehidupan berkeluarga).8
4. Batasan Usia Perkawinan dalam Fikih Klasik
Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh
melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal
untuk dapat melangsungkan pekawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa
seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum
apabila telah mukallaf. Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa/4:6                                                                        
8Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 54.
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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu)
mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan
barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai
pengawas (atas persaksian itu).”9
Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Prinsipnya,
seorang lelaki telah baigh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma)
sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi.
Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang lelaki bermimpi basah
atau seorang perempuan mengalami menstruasi.
Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti dari ke-
baligh-an dari seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh
sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan meneluarkan sperma bagi laki-
laki. Namun dalam pandangan ulama klasik terdahulu serta menurut pendapat Majelis
Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan pada hasil dari ijtihadnya masing-masing telah
menetapkan dan menentukan batasan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan
yaitu:
1. Imam Syafi’i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak
laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Dengan alasan bahwa tanda-tanda
kedewasaan itu datang tidak sama untuk setiap orang, maka kedewasaan
ditentukan oleh umur. Disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita
9Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Putra,
2011), h. 78.
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adalah karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal, dengan akallah terjadi
taklif, dank arena akal pulalah adanya hukum.
2. Imam Maliki menetapkannya 18 tahun sementara itu Imam Abu Hanifah
menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah  19 tahun, sedangkan anak
perempuan usia 17 tahun. Pendapat Abu Hanifah dalam hal usia baligh ini
adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah usia 12 tahun
untuk anak laki-laki dan 9  tahun untuk ank perempuan. Sebab pada usia
tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma,
menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak
perempuan dapat hamil atau haid.
3. Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan sebagaimana yang dikuti oleh Husain
Muhammad dalam bukunya Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai Atas Agama dan
Gender menyebut kedewasaan itu pada usia 15 tahun untuk laki-laki maupun
untuk perempuan.
4. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memberikan dua kriteria
sebelum melangsungkan perkawinan yakni spiritual dan material. Secara
spiritual agar di dalamnya diperoleh ketenagna dan ketentraman lahir dan
batin yang memungkinkan berkembanya cinta dan kasih sayang. Adapun
secara material merupakan kesanggupan membayar mahar dan nafaqah.10
Dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti, kapan
seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU
perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan
batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.
10Sunendi, Sripsi, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur (kajian
Hukum Islam dan Hukum Positif) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 66-67.
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Perlunya pembatasan usia nikah ini dilatarbelakangi oleh pertimbnagan kesiapan dan
kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga.
Pernikahan anak-anak dirasakan tidak akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang
dicita-citakan sehingga diperlukan upaya pembatasan usia minimal.
Indonesia
Di Indonesia UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1
Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal
kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :
Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun pihak wanita.
Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat
melangsungkan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas
terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun
demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia
tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk
jika memang dibutuhkan.11
11file:///D:/materi%20skripsi/PERNIKAHAN%20DALAM%20KAJIAN%20FIQIH%20




Perkawinan dalam fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan
zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin yang
berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.
Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama
dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.12 Pernikahan itu bukan hanya
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara
suatu kaum dengan kaum yang lainnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.13
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu
pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan
pelaksanaanya adalah merupakan ibadah.14
Dalam perspektif hukum positif, masalah batas umur untuk kawin di
Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah
12H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.
13Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43.
14Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 4.
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tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.
Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk
menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan
masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang
perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai 1. Perjanjian
antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi; 2. Perkawinan.
Kata nikah al nikahu berarti al aqd ikatan/ perjanjian dan al wath; bersebadan.
Menurut istilah an nikah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat
dan rukun tertentu menurut syariat Islam.15
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata
nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).16
Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galiidhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.17
15Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Cet. I; Makassar: Alauddin University
Press, 2013), h. 41.
16M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2012), h. 9.
17H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers,
2013), h. 51.
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Menurut “ahli ushul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:
a. Menurut ahli ushul golongan hanafi, arti alinya adalah setubuh dan menurut arti
majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan
kelamin antara pria dan wanita.
b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang
dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan
menurut arti majazi adalah setubuh.
c. Menurut Abul Qasim Azzajjad. Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul
dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan
setubuh.18
Beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara
lain:
1) Ahmad Azhar Bashir merumuskan; Nikah adalah melakukan suatu aqad atau
perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar
sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
2) Mahmud Yunus, merumuskan; perkawinan adalah aqad antara calon laki
istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad
adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon
suami atau wakilnya.
18Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h.
273.
19
3) Sulaiman Rasyid, merumuskan; perkawinan adalah akad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan
muhrim.
4) Abdullah Sidik: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki
dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah
perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
5) Soemiyati, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki
dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi
perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan
seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannnya dari suatu
perkawinan.
6) Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara’
ialah akad (ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan
tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam  pengertian luas,
pernikahan atau perkawinan adalah: “suatu ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang
dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
7) Undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan-
dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
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8) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia –Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan
perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan
ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan
ibadah.19
Perkawinan merupakan sunnatullaah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun  pada tumbuh-tumbuhan.20
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang
pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri
untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.
Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan
masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang
menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum Perkawinan/Pernikahan
Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah
mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam -
macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.
a. Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan
tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka
hukumnya adalah fardlu, karena keadaanya telah meyakinkan bahwa tanpa
menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
19Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h.
273-274.
20Muhammad Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di
Indonesia (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 17.
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b. Sunah, terhadap seseorangf yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai
kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika
ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau
mendapat keturunan, maka hukum nihkah baginya adalah sunah.
c. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir  bakal istrinya akan
teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan,
karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak
manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak
berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu
memeberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan
tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang
dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun
belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia
kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya.
Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak
mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan
mendapat pahala.
d. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan
segera nikah atau yang mengharamkannya.
e. Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan ynag
bakal istrinya akan menderita dan teraniaya kerena tidak mempunyai mata
pencaharian. Haram bagi seseoreang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin
dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun jika dia
22
tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur’an, maka akan
mendapat pahala.21
3. Dasar Hukum Perkawinan
a. Menurut Fiqh Munakahat
Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa/ 4:3
                                                     
Terjemahnya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-
budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.”
[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian,
tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.
[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun
ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi
Muhammad saw, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. (QS an-Nisa/
4:3)22
Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk
melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam
memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat
21Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia( Cet.
I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 284-287.
22Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Putra,
2011), h. 77.
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lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan
syarat - syarat tertentu.
b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
Pasal 1
Perkawina ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 2
1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.23
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan
bahwa:
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.24 Allah swt berfirman dalam QS al-
A’raaf/ 7:189
23Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
24http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf (diakses 14 Juli 2017).
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Terjemahnya:
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya. Dia
menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah
dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia
merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya
(suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika
Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang
bersyukur". (QS al-A’raaf/ 7:189)25
Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami
istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan
tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling
menyantuni (warohmah).
4.  Hikmah Perkawinan
a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
c. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak.
d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh –
sungguh dalam mencukupi keluarga.
e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurusi rumah tangga dan yang lain bekerja
diluar.
f. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.26
25Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Putra,
2011), h. 175.
26Slamet Abidin, Fiqh Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.
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5. Analisis Perbandingan
a. Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan
Fiqh Munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU
Perkawinan untuk mengatur hal – hal yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan
melihat Pasal 2 ayat (1) tentang landasan hukum perkawinan itu berarti bahwa apa
yang dinyatakan sah menurut fiqh munakahat juga disahkan menurut UU
Perkawinan. UU Perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi
ketentuan yang berlaku dalam fiqh munakahat tanpa melihat mazhab fiqh tertentu.
b. KHI dan UU Perkawinan
KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan
diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan
meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu dan materinya tidak boleh
bertentangan dengan UU Perkawinan untuk itu seluruh materi UU Perkawinan disalin
ke dalam KHI meskipun rumusannya sedikit berbeda. Pasal-pasal KHI yang diatur
diluar perundang-undangan merupakan pelengkap yang diambil dari fiqh munakahat,
terutama menurut mazhab Syafi’i.
c. Fiqh Munakahat dan KHI
Di atas telah dijelaskan hubungan antara fiqh munakahat dengan UU
Perkawinan tentang perkawinan dengan segala kemungkinannya. dan dijelaskan pula
bahwa KHI adalah UU Perkawinan yang dilengkapi dengan fiqh munakahat atau
dalam arti lain bahwa fiqh munakahat adalah bagian dari KHI. Fiqh munakahat yang
merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang
terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini mazhab Syafi’i.
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6. Tujuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU
Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 Undang-
undang No. 1/1974 disebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.
Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk
suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagaia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.27
Tujuan perkawinan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang
tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan
bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam syari’ah.28
Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa
perkawinan itu:
a. Berlangsung seumur hidup
b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
c. Suami-istri membantu untuk mengembankan diri
Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok yaitu:
27Ahmad Azhar Basir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13.
28Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h.73.
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1) Memperoleh keturunan yang  sah dalam masyarakat, dengan mendirikan
rumah tangga yang damai dan teratur
2) Mengatur potensi kelamin
3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan
pernikahan.29
Sedangkan menurut Hafiz Azhary Az, tujuan perkawinan dapat dilihat dari
tiga aspek, yaitu:
a) Aspek agama (ibadah)
(1) Memperoleh keturunan
(2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw
(3) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan
b) Aspek sosial (masyarakat)
(1) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum dinilai fisiknya
yang lemah karena setelah pernikahan si istri akan mendapat perlindungan
dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat
pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
(2) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta
kasih) serta warahmah 9kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan
seluruh anggota keluarga.
c) Aspek hukum (Negara)
29Bachtiar A, “Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia” (Yogyakarta: Saujana, 2004),
h. 15.
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Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami
dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah
dimata agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri
serta perlindungan dan pengakuan hukum baik agama dan Negara.30
Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok,
yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani, seperti
makanan, pakaian, olahraga, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohani,
seperti ibadah, saling memberi dan lain sebagainya. Contohnya: adanya seorang anak
yang berasal dari darah daging mereka sendiri.31
7. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur
Pada umumnya, faktor tejadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama,
sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai
berikut:
a. Norma agama
Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang
pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah
umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitra manusia dan sangat di
anjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri
kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan
sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan sinah. Dan pernikahan usia
30Hafiz Anshary Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: LSIK, 1994), h.
57.
31Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 62.
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muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif
yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.32
Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur
seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan
seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk.
Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang
lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak
ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum
terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.
Walaupun dalam pasal 26 UU No. 23/2002 mewajibklan orang tua dan keluarga
untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di
bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan criminal menurut hukum.
Dan undang-undang perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua
pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan
berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.
b. Sosial (kebiasaan)
Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada
satuan terkecil (keluarga) yang  mendorong sikap tidak mendukung atau sikap
mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-lebih
karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap
atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas
yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidak tahuan
32Mudzakaroh Al-Azhar, Tentang Perkawinan di Bawah Umur (Jakarta: Agustus, 2010),
h. 62.
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masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah
umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang
terkait, baik keluarga taupun masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah
pernikahan atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya
sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi,
yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.33
c. Hukum
Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran
terhadap sebuah penyelesaian dibeberapa masalah yang timbul dalam sebuah
pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum
tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang
akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan di bawah umur akan berkurang. Akibat
dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan
pernikahan di bawah umur seperti kecendrungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi
atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan
yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para
remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan
mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih di
zaman modern seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun
nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap
wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut,
merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap
33Rani Fitrianingsih, Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan
Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember (Jawa Timur: Universitas Jember, 2015), h. 29-
30.
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penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa
atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini
di anggap baru dan direspon oleh publik.34
8. Dampak Perkawinan di Bawah Umur
Dampak adalah pengaruh kuat  yang mendatangkan akibat, baik positif
maupun negatif.
Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban
diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-
anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Menurut M. Fauzi Adham
(2001), dampaknya adalah:
a. Dampak terhadap suami istri
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan
perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak  dan
kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum
matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat
keegoisan yang tinggi.
b. Dampak terhadap anak-anaknya
Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah
umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang
melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga
berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan
34Nani Suwondo, Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia (Cet. I; Bandung:
PT. Bina Cipta, 2008), h. 108.
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perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-
gangguan pada kandungannya.
c. Dampak terhadap masing-masing keluarga
Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di
usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya.
Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancer, tentu akan
menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan
rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.
Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling
parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.35
C. Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat
hidup rukun lagi sebagai suami istri.36
Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab
putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa




35Laily Purnawati, Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi
di Desa Talang Kec. Sendang Kab. Tulungagung) (T.tp, T.th), h. 6-7.
36Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan, h. 12.
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Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan
perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan Agama setelah
pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami
istri dapat disebabkan karena:
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau
lain sebagainya yang sulit disembuhkan
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6) Terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara terus menerus
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya
7) Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian
yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang
dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada
suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
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8) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian
yang terjadi karena talak suami istrinya ditandai dengan adanya pembacaan
ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan siding pengadilan agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara
perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 (pasal 117 KHI).37
Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya
perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali
tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan
perkawinan dengan jalan perceraian.
Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi
karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan
oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114,
pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi
umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang
biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau
yang biasa disebut dengan cerai gugat.38
2. Alasan Perceraian Menurut UU
Dalam pasal 39 UU No. 1/1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam
disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk
37Moh Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 176.
38Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. III; Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), h.205.
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menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah
sebagai berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sulit disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar  kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai sumi istri
f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
g. Suami melanggar ta’lik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah
tangga.39
3. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut UU
Dalam pasal 41 UU No. 1/1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan
karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan si anak
39Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h.
78.
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b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak itu
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai
penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.40
Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak
mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu
begitu juga istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami.
4. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian
a. Faktor Keluarga
Faktor keturunan merupakan kriteria utama dalam menentukan pasangan, dengan
demikian polanya sangat ditentukan oleh orang tua. Orang tua merasa lebih
mengetahui apa yang sebaiknya diberikan bagi anak-anaknya, sementara anak
yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri lebih bersifat pasif, mereka
menerima apa adanya tanpa berani menentang apa yang menjadi pilihan orang
tuanya. Namun tidak kurang dari perkawinan tersebut yang berakibat kurang
menguntungkan, seperti perceraian yang juga berdampak bagi keretakan kedua
keluarga masing-masing.
b. Faktor Umur
Dalam masyarakat Indonesia, masih banyak dijumpai sekolompok masyarakat
pedesaan yang terlalu memperhatikan masalah usia perkawinan. Pandangan social
budaya masih menganggap bahwa wanita yang sudah berusia 13 tahun telah
dianggap dewasa untuk menikah, apa lagi umur mereka sudah lebih dari itu,
40Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 66.
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orang tuanya merasa anaknya akan menjadi perawan tua. Meningkatnya jumlah
perkawinan usia muda banyak ditentukan oleh kebiasaan yang sudah menjadi
warisan dari pendahulu mereka. Sebagian mereka menganggap bahwa wanita
tidak perlu disekolahkan yang jelas laki-laki calon suaminya mempunyai
penghasilan yang cukup karena pada akhirnya perempuan tersebut akan mengabdi
kepada suaminya. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pasangan
suami istri adalah diakibatkan oleh tingkat kedewasaan pada diri mereka,
akibatnya persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga sering kali di besar-
besarkan dan pada akhirnya menimbulkan kasus perceraian.
c. Faktor Ekonomi
Kehidupan adalah merupakan suatu perjuangan dan setiap perjuangan
memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan fisik berlebih maupun pengorbanan
materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga sering dijumpai
timbulnya percekcokan dan pertengkaran akibat faktor ekonomi. Dengan
demikian, dua hal yang sering kali menjadi awal pertengkaran bisa datang adri
istri yang tidak puas akan penghasilan suaminya yang serba terbatas atau suami
sendiri yang tidak memperhatikan ekonomi keluarga, yaitu tidak memberikan
nafkah atau belanja terhadap istrinya. Akibatnya timbullah percekcokan dan
pertengkaran setiap harinya yang berakhir di depan pengadilan.
d. Faktor Cemburu
Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh
seseorang yang dicintai, karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Karena
itu suami istri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan
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kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, karena kalau tidak dapat mengatasi
hal tersebut, maka dapat terjadi perceraian.
e. Krisis Akhlak
Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu
tempat bagi orang menyusun dan membina keluarga. Secara psikologis, orang
mempunyai akhlak yang baik, menandakan bahwa ia adalah orang yang
mempunyai martabat yang baik atau berkelakuan baik. Dengan demikian akan
dihormati oleh orang lain. Sebaliknya apabila akhlaknya tidak baik, suka minum
minuman keras, suka berjudi, sehingga hal-hal  tesebut dapat memicu
percekcokan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengakibatkan bubarnya
rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai, melainkan dirasakan
sebagai penyiksaan dan penderitaan. Faktor yang paling mendasar dalam
kehidupan rumah tangga selain beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut
adalah faktor rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan dari pasangan suami
istri, dan faktor lingkungan. Rendahnya keimanan dan ketaqwaan akan
memepengaruhi pola sikap dan perilaku kehidupan pernikahan sehingga
memudahkan perceraian.41
Semua  faktor tersebut, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya,
akan tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak dalam diri masing-masing suami
istri yaitu tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang, karena
apabila keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka akan mempengaruhi pola
sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka.
41M. Thahir Maloko, Perceraian dan akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar:
Alauddin University Press, 2014), h.  88-95.
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D. Tinjauan Umum Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari
Allah swt dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-
tengah masyarakat.42
2. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah/ Perkawinan Menurut Hukum Islam
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun




1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik
menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan
dengan dirinya.
2) Keduanya sama-sama beragama islam.
3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan
mengawininya.
UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam
Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam
Pasal 16.
5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
42Marzuki, Hukum Islam, Jurnal (Yogyakarta: UNY, T.th), h. 2.
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Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada
Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.
Pasal 7
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak
pria maupun pihak  wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang  atau kedua orang tua
tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam
hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi
yang dimaksud dala pasal 6 ayat (6).43
c. Wali nikah dari mempelai perempuan
Syarat-syarat wali:
1) Telah dewasa dan berakal sehat





7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
43H. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 524.
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UU Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah
orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada
waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5),
dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh
dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.
d. Dua orang saksi
Syarat-syarat saksi :
1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2) Kedua saksi itu adalah bergama islam.
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
5) Kedua saksi itu bersifat adil.
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan,
namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal
26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat
dalam Pasal 24, 25, dan 26.
e. Ijab dan Qabul
Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari
pihak kedua.
Syara-syarat akad nikah :
1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
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3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun
sesaat.
4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara
jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.44
44file:///D:/materi%20skripsi/Pengertian,%20analisis%20perbandingan%20fiqih%20dan
%20Dasar%20Hukum,%20dan%20Hikmah%20Perkawinan%20_%20Kumpulan%20Makalah.htm




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Berdasarkan masalah tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif lapangan (field research) atau dalam penelitian hukum disebut
penelitian empiris dengan pendekatan syar’i.1 Sedangkan untuk lokasi penelitian
penulis memilih lokasi yang bertempat di Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir
yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain
pendekatan ialah  disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan
multi disipliner.2
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:
a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk di
dalamnya masalah perkawinan di bawah umur yang dapat dijadikan sebagai acuan
dalam pembahasa.
1Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet.1; Makassar: Alauddin
University Press, 2013), h. 37.




Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan
masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku
yang terkait dengan perkawinan.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.3 Data
primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara
mempelajari literature-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan
perundang-undangan yang berkenang dengan pokok permasalahan yang dibahas.
D. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan
detail.4
Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling
yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerja
sama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting.
Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang
menggelinding saja dalm menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet.II; Jakarta:
Raja Grafindo Persada,2004), h. 30.
4Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, h. 82.
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batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh,
yaitu tidak ditentukan informasi baru tentang subjek penelitian.5
b. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat
langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.6 Peneliti melakukan
pengamatan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder.
c. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk
surat-surat, catatan harian, cendra mata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini
tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secar detail  bahan
documenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku
catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, dta deserver
dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.7 Teknik ini digunakan
untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan
dengan pembahasan penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian adalah “alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.”8
Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti
5Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi,
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
6M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 114.
7Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
8Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis,
Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,2013), h. 17.
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yang berperang sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga
pelaporan hasil penelitian. Oleh karena itu instrument penelitian yang dipakai untuk
memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di
lapangan yaitu:
1. Wawancara    : secara lisan
2. Dokumentasi : hp/camera
3. Observasi      : turun langsung ke lapangan
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
1) Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan
perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar”
yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.9 Reduksi ini diharapkan untuk
menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam
menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari
lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang
tepat untuk digunakan.
2) Penyajian Data (Display Data)
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh
permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu
dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.10 Dari penyajian data tersebut,
maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.
9Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Cet.VI; Bandung:
Alfabeta, 2008), h. 247.
10Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D, h. 249.
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3) Teknik Analisis Perbandingan Data (Komparatif)
Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan
secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang
lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.
4) Penarikan Kesimpulan Data (Conclusion Drawing/ Verivication)
Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan
Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi,
setiap kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.11
b. Analisis  Data
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam
penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di
lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses
penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus
kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan
mengolahnya kembali.12
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis
deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk
11Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D, h. 253.
12Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan
Laporan Penelitian, (Cet.III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h. 15.
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kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan
sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh
di lapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam
penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.
Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu dan jenis data
(misalnya, lembar observasi dan transkip wawancara) dalam deskripsi dan tema-tema
dalam penelitian kualitatif.13 Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini
ialah teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Teknik triangulasi
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara hasil
wawancara dengan hasil observasi, hasil observasi dengan hasil dokumentasi, serta
hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan perkawinan di
bawah umur terhadap tingkat perceraian.
13Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (cet.I; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 82.
49
BAB IV
Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam
Perspektif Hukum Islam
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya
undang–undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1959, tentang pembentukan
Daerah–daerah tingkat II di sulawesi yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor  5 tahun 1978, tentang lambang daerah.
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 maret 1994
dengan narasumber prof. Dr. H. Ahmad mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka
ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 februari 1960 melalui
peraturan daerah nomor 13 tahun 1994 tentang hari jadi Kabupaten Bulukmba.
Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat 11
setelah ditetapkan lambang daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten
Bulukumba pada tanggal 4 februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati
pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 februari 1960.
2. Keadaan Geografis
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan
dan berjarak 153 km dari Makassar (ibu kota propinsi sulawesi selatan). Luas
Wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas wilayah propinsi
Sulawesi Selatan.
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu
(ibukota kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau
Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari,
Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.
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Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20”
Sampai 5°40” lintang selatan dan 119°50” sampai 120°28” bujur timur.
Batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
a. Sebelah utara : kabupaten Sinjai
b. Sebelah selatan : laut Flores
c. Sebelah timur : teluk Bone
d. Sebelah barat : kabupaten Bantaeng
Peta Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak
394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Secara astronomi Kabupaten
Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan
119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.
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Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan
nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah
Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar
sekitar 153 Km.
Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam
bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti
"masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali
muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan
besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang
bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu,
mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan
masing-masing.
Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan
lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai
batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur.
Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai
wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa
tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang
kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi
"Bulukumba".
Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi
menjadi sebuah kabupaten.
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Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah
Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.
Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan
(Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-
Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita
lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan.
Ke-10 kecamatan tersebut adalah:
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang







Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang,
Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan
Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.
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Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke
Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut
meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan
Rilau Ale.
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C –
27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan
tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur
menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten
Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.
Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober –
Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun
penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun
Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun
Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan
timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada
bagian selatan curah hujannya rendah.
Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:
1) Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu,
sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
2) Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang,
sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
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3) Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang,
sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian
Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
4) Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan
Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.
Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar
dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang
adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai
Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365
Ha.
3. Letak Wilayah
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat
dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang,
dataran rendah, pantai dan laut lepas.
Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian  selatan ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan
nilai tambah ekonomi masyarakat dan pemerintah Daerah. Luas wilayah kabupaten
Bulukumba 1.154,67 km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.
4. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bulukumba bergerak pada beberapa
jenis kegiatan seperti pada sektor pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain
sebagainya. Sebagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian dan nelayan,
sedangkan selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, perdangangan, pegawai
negeri sipil, karyawan swasta, pertambangan, angkutan, bangunan dan lain
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sebagainya hal ini disebabkan oleh potensi lahan yang cukup subur dan ditunjang
oleh prasarana penunjang seperti jaringan irigasi dan industri pengolahan hasil
pertanian lainnya. Sedangkan penduduk lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu
rumah tangga `dan penduduk usia sekolah, dan selebihnya merupakan pencari kerja
atau penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
1. Faktor Ekonomi
Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor
ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang
tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang
masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan
menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur akan menerima
sumbangan-sumbangan berupa bahan pokok seperti beras ataupun sejumlah uang
yang dapat dipergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari dalam
beberapa waktu lamanya. Masyarakat Kecamatan Kindang tidak semua dapat
mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara
keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Kecamatan
Kindang mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian
tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat
Kecamatan Kindang lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang
mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi
kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai
pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan
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Kindang kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap
yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah
serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahap tersebut, penghsilan yang mereka
peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.
Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah
keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang
tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki
tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup
untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi
atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta
penghasilan yang tinggi.
Perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan
maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan
inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang jika ia sudah mau
mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. Setiap manusia yang
melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan
harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-
orang sekitarnya, khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan
tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat
dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu ikatan batin antara suami
istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.
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2. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan
Orang tua menikahkan anak yang masih usia di bawah umur tidak hanya
karena  keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua
terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya
sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar
bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk
segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua
yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua
yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya
melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.
Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham
tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar
atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk
melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus
sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan
dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan
yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut sama orang tua,
orang tua menginginkan menikahkannya, sebagai seorang anak tidak menolaknya.
Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang
anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk
dinikahkan, orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan
sekolah tetapi orang tua tidak mengijinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-
alasan yang lainnya.
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Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang
sangat penting bagi perkembangan anak. Karena kecemasannya itu, para orang tua di
Kecamatan Kindang akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Mereka
takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan
tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinan
telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat
yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah
bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinngi maka
anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.
3. Faktor Kekhawatiran Orang Tua
Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tapi belum
mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua
merasa gelisah dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar)
maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk
anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha
mencarikan pendamping untuk anaknya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai
pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas dan
takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama
baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk kejenjang
selanjutnya yaitu perkawinan, perkawinan adalah jalan salah satunya yang diharapkan
oleh orang tua supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah
menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.
Masyarakat di Kecamatan Kindang pada umumnya tidak menganggap penting
masalah umur anak yang akan menikah, karena mereka berfikir tidak akan
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berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sehingga bagi orang
tua perempuan tidak mungkin menolak lamaran seseorang yang datang ke rumahnya
untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Jika anak masih kecil
tetapi sudah ada yang melamarnya dan meminta dijadikan istri tetapi anak
perempuannya masih sekolah maka seseorang yang melamarnya itu rela menunggu
sampai anak perempuannya selesai sekolah. Ketika sudah selesai sekolah dalam arti
sudah lulus sekolahnya maka ia tidak menunggu lama untuk naik ke pelaminan.
Selain itu dilangsungkannya sebuah perkawinan orang tua mempunyai tujuan untuk
menyatukan dua keluarga yaitu antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga
mempelai laki-laki, dengan bersatunya dua keluarga tersebut maka hubungannya
semakin dekat.
4. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal
Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi,
rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua
akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat memepengaruhi pola pikir
mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan
maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar),
melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping apalagi sudah
menikah maka  orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencarikan
pendamping untuk anaknya.
Perkawinan di bawah umur kebanyakan karena mereka ingin segera lepas
beban, ketika anaknya sudah menikah maka lepaslah beban orang tua. Ketika
anaknya sudah menikah maka orang tua hanya melihat anaknya berumah tangga,
sebelum ia melangsungkan perkawinan orang tua tidak memikirkan akibat yang akan
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dialami ketika sudah menikah. Perkawinan di bawah umur bukan hanya terjadi pada
anak perempuan tetapi anak laki-laki maupun perempuan itu dapat terjadi.
Tabel 1. 1
FAKTOR MENIKAH USIA MUDA DI KECAMATAN KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA


















Jumlah 20 100.0 %
Sumber data: Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
faktor yang menyebabkan menikah usia muda dengan faktor ekonomi sebanyak  5
responden dengan persentase  25.0 % , yang menjawab faktor menikah usia muda
dengan faktor pendidikan sebanyak 4 responden dengan persentase 20.0 %, yang
menjawab faktor menikah usia muda dengan faktor kekhwatiran orang tua sebanyak
5 responden dengan persentase 25.0 %, yang menjawab faktor menikah usia muda
dengan faktor lingkungan sebanyak  6 responden dengan persentase 30.0 % dengan
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demikian dapat dilihat bahwa besarnya jumlah  faktor yang menikah usia muda
dengan faktor lingkungan lebih banyak.
C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perceraian yang Dilakukan Anak yang
Menikah di Bawah Umur di  Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
1. Trauma
Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami
perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi
dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat
menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun
untuk penyembuhan.
Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki
maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan
perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami
gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, dan masalah
psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.
2. Perubahan Peran dan Status
Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peran dan status
seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri,
serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas. Baik pria mupun wanita yang
bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi
pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.
Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan
perkawinan mereka sebagai kebebalan personal. Mereka mencoba untuk
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mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang
maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan
aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada
anak-anak.
Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan
hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikn masalahnya
dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan
janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah
seksualnya.
Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan
mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau
bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan
oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali
menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.
3. Sulitnya Penyesuaian Diri
Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan
masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita.
Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam.
Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria
yang bercerai. Karena wanita yang diceraikan cenderung dikucilkan dari kegiatan
sosial, dan yang labih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya.
Namun jika pria yang diceraikan atau menduda akan mengalami kekacauan pola
hidup.
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Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian.
Individu itu bereaksi terhadap perceraiannya dengan mengalami depresi yang sangat
dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf
bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhirinya
dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara
hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.
Tabel 1. 2
DAMPAK SAAT BERCERAI DI KECAMATAN KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA

















Jumlah 20 100.0 %
Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang dirasakan saat bercerai menjawab trauama sebanyak 12 responden dengan
persentase 60.0 % , sedangkan yang menjawab perubahan peran dan status sebanyak
5 responden dengan persentase  25.0 % , dan yang menjawab sulitnya penyusaian diri
sebanyak 13 responden dengan persentase 15.0 %  dengan demikian dapat dilihat
bahwa besarnya jumlah yang menjawab trauma lebih banyak.
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D. Tahap Analisis Perceraian dan Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan
di bawah Umur
1. Tahap Analisis Perceraian
Allah swt  berfirman dalam QS al-Baqarah/ 2:226                         
Terjemahnya:
“kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[141] diberi tangguh empat
bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
[141] Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan
sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula
diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih




“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan
kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci
daripada perceraian”.2
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi
landasan hukum pelaksanaan perceraian di Indonesia khususnya umat Islam adalah
al-Qura’an, hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan
1Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
2Abu> Sulaima>n Ibn al-Asy‘as\ Ibn Isha>q Ibn basyi>r, Sunan Abu> Da>uwd, Juz II
(Beirut: al-Maktabah al-‘ashriyah),h. 254.
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instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari
landasan hukum perceraian itu apabila dianalisis, akan ditemukan adanya prinsip
mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun perceraian itu halal tetapi sangat tidak
disukai oleh Islam, karena itu harus dihindari dan dijadikan sebagai alternative
terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, apabila kehidupan rumah tangga
tidak dapat dipertahankan keutuhannya.
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan di Bawah Umur
Sebagai muslim, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari
ajaran Islam, yakni al-Qur’an. Apakah al-Qur’an mengizinkan atau melarang
perkawinan di bawah umur? Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat
(misaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya
merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah mawaddah warahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya
“illah”, yaitu dapat sunnah, makruh, haram dan wajib. Sebagaimana terlihat dalam
Hadist Rasulullah saw bersabda:
Artinya:
Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah
menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin
Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun
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berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak
akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas
kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji
Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka?
Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa
dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang
membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku”.3
Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur,
namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk
mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis dan
biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam
ayat al-Qur’an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan
seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas
pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.
Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas
umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan
maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi
manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan
melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Allah swt
berfirman dalam QS an-Nur/ 24:32
                                
Terjemahnya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
3Muslim Ibn al-hajja>j, al-Musnad al-Shahi al-Mukhtasir, Juz II (Beirut: Dar> Ihya> al-
Tura>s al-Arabi>), h. 1020.
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memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Allah)
lagi Maha mengetahui.” (QS an-Nur/24:32)4
[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang
tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat
para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha,
yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini
serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan
berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dirar,  maka hal itu terlarang, baik
perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan
oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di
bawah umur hukumnya terlarang secara  mutlak. Ketiga, pandangan yang
dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil
dan anak permpuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya
diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang
dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi
Muhammad saw.5
Berdasarkan kenyataan di lapangan, perkawinan menunjukkan bukannya
melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan di bawah umur
justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti
meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang
masih belia.
4Kementrian Agama, RI., Al-Qura’n dan Terjemahnya, h. 354.
5Asrorun Ni’am, Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakaha (Jakarta: Ijma
Ulama/ Majelis Ulama Indonesia,  2009) h. 214-218.
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Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai
dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial,
perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.6
Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif.
Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak
mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana
akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta
ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat
memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk
meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus ke dalam
pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk
bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ kenapa tidak. Walaupun
seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada
positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya
daripada manfaatnya.





Berdasrarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berilkut:
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya  perkawinan di bawah umur di Kecamatan
Kindang Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari
faktor  ekonomi, pendidikan, kekhawatiran orang tua, dan faktor lingkungan.
2. Dampak yang ditimbulkan  akibat perceraian yang di lakukan anak yang
menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, yaitu
berdampak pada diri sendiri seperti mengalami trauma, sulitnya penyesuaian
diri, serta adanya perubahan peran dan status.
3. Pandangan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur, pada dasarnya
Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur,
namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan
untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk).
Kenyataan di lapangan, perkawinan menunjukkan bukannya melahirkan
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan di bawah umur justru banyak
berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka
kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia, dalam satu
sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di
bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
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Merujuk pada hukum perkawinan Islam di Indonesia, sudah nyata bahwa
perkawinan di Indonesia harus memnuhi ketentuan batas usia minimum, yaitu 19
tahuun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati pasal 288 KUHP telah
menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang
wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan
belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan jika mengakibatkan mati diancam
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada
orang tua yang berada di daerah penelitian ini dan pada orang tua pada umumnya,
para intelektual muslim dan juga kepada pasangan usia muda yang akan mengarungi
bahtera kehidupan berumah tangga, sebagai berikut:
1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, maka disarankan
kepada pejabat yang berkompoten dalam menangani perkawinan untuk lebih
selektif lagi dalam memeriksa surat keterangan /surat izin  untuk
melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi pemalsuan umur.
2. Pemerintah perlu menggunakan media elektronik sebagai alat
sosialisasi/penyuluhan mengenai perkawinan di bawah umur agar masyarakat
paham akan hukum.
3. Bagi remaja yang belum menikah sebaiknya lebih memahami faktor-faktor
dan dampak yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur sehingga di
harapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat
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PEDOMAN WAWANCARA
A. Pasangan yang Menikah:
1. Pada usia berapa saudara/i melangsungkan pernikahan, dan apa pendidikan
terakhir saudara/i?
2. Apa sebelum menikah saudara/i sudah saling mengena dengan pasangannya?
3. Faktor apa yang menyebabkan saudara/i menikah di usia muda?
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudar/i setelah menikah?
5. Menurut saudara/i ada pengaruhnya atau tidak, pernikahan di usia muda
terhadap keharmonisan rumah tangga?
6. Mengapa saudara/i memilih bercerai padahal usia pernikahan anda masih
muda? Apakah tidak ada jalan keluar selain bercerai!
7. Apa yang saudara/i rasakan setelah bercerai?
B. Orang Tua yang Menikahkan Anak yang Masih di Bawah Umur:
1. Mengapa Bapak/Ibu menikahkan anak Bapak/Ibu yang masih di bawah umur?
2. Faktor apa yang menyebabkan Bapak/Ibu menikahkan anak Bapak/Ibu yang
masih di bawah umur?
3. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak Bapak/Ibu tersebut?
4. Sebagai orang tua, sejauh mana usaha yang sudah Bapak/Ibu lakukan agar
perceraian tidak terjadi?
DATA INFORMAN
1. Nama : Sukma Wati
Alamat : Balibo
2. Nama   : Ardianto
Alamat : Pabbambaeng
3. Nama   : Asrawati
Alamat : Balibo
4. Nama   : Zulfitriani
Alamat : Balibo
5. Nama   : Deni Arianto
Alamat : Kantisang
6. Nama   : Irna Wati
Alamat : Pabbambaeng
7. Nama   : Gita Nur Islami
Alamat : Balibo
8. Nama   : Sila Nirmala
Alamat : Kantisang
9. Nama : Baco
Alamat : Kantisang
10. Nama : Harmiyati
Alamat : Balibo
11. Nama   : Ardiansya
Alamat : Anrihua
12. Nama   : Rini Angraeni
Alamat : Pabbambaeng
13. Nama   : Jumarni
Alamat : Balibo
14. Nama   : Salmiati
Alamat : Pabbambaeng
15. Nama   : Anriana
Alamat : Balibo
16. Nama   : Pardi Dahlan
Alamat : Anrihua
17. Nama   : Wina
Alamat : Balibo
18. Nama   : Suriani
Alamat : kantisang
19. Nama   : Inayanti
Alamat : Pabbambaeng
20. Nama   : Suri Hasan
Alamat : Pabbambaeng
DOKUMENTASI
Anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba





penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada
tanggal 30 Desember 2016 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perkawinan di
bawah umur terhadap tingkat perceraian dalam perspektif hukum islam (studi kasus)
di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 20 sampel.
Tabel 1. 1
USIA MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA














Jumlah 20 100.0 %
Sumber data: Data primer (2017)
Berdasarkan table 1.1 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang  menjawab umur 13 tahun mengakhiri masa mudanya (menikah) sebanyak  2
responden dengan persentase  10.0 %  sedangkan yang menjawab umur 14 tahun
mengakhiri masa mudanya (menikah) sebanyak 7 responden dengan persentase 35.0
% dan yang menjawab umur 15 tahun mengakhiri masa mudanya (menikah)
sebanyak 11 responden dengan persentase 55.0 %, dengan demikian dapat dilihat
bahwa besarnya jumlah yang umur 15 tahun mengakhiri masa mudanya (menikah)
lebih banyak.
Tabel 1. 2
PENDIDIKAN TERAKHIR SAAT MENIKAH DI KECAMATAN KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA
Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan table 1.2 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang  menjawab tidak sekolah sebanyak  4 responden dengan persentase  20.0 %
sedangkan yang menjawab yang berpendidikan SD sebanyak 6 responden dengan
persentase 30.0 % dan yang menjawab berpendidikan Smp sebanyak 10 responden
dengan persentase 50.0 % dengan demikian dapat dilihat bahwa besarnya jumlah
yang berpendidikan SMP lebih banyak.
Tabel 1. 3
SEJAUH MANA PERKENALAN SEBELUM MENIKAH DI KECAMATAN
KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
































Jumlah 20 100.0 %
Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan table 1.3 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang menjawab menikah dengan dijodohkan sebanyak  9 responden dengan
persentase  45.0 %  sedangkan yang menjawab menikah dengan berteman sebanyak 7
responden dengan persentase 35.0 % dan yang menjawab menikah suka sama suka
sebanyak 4 responden dengan persentase 20.0 % dengan demikian dapat dilihat
bahwa besarnya jumlah yang menikah dijodohkan  lebih banyak.
Tabel 1. 4




data : Data primer (2017 )



















Jumlah 20 100.0 %
Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
faktor yang menyebabkan menikah usia muda dengan faktor ekonomi sebanyak 5
responden dengan persentase 25.0 % , yang menjawab faktor menikah usia muda
dengan faktor pendidikan sebanyak 4 responden dengan persentase 20.0 %, yang
menjawab faktor menikah usia muda dengan faktor kekhwatiran orang tua sebanyak
5 responden dengan persentase 25.0 %, yang menjawab faktor menikah usia muda
dengan faktor lingkungan sebanyak  6 responden dengan persentase 30.0 % dengan
demikian dapat dilihat bahwa besarnya jumlah faktor yang menikah usia muda
dengan faktor lingkungan lebih banyak.
Tabel 1. 5







Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
kehidupan rumah tangga setelah menikah menjawab tidak harmonis  (tidak
bahagia,tidak sependapat/cekcok ) sebanyak 19 responden dengan persentase 95.0
%  sedangkan yang menjawab menikah umur 14 tahun sebanyak 7 responden dengan
persentase 35.0 % dan tampak bahwa kehidupan rumah tangga  setelah menikah


















menjawab kurang komunikasi 1 orang dengan persentase 5.0 % dengan demikian
dapat dilihat bahwa besarnya jumlah yang menikah  tidak harmonis (tidak
bahagia,tidak sependapat/cekcok ) lebih banyak.
Tabel 1. 6
PENGARUH PERNIKAHAN DI USIA MUDA TERHADAP


























Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan table 1.6 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang menikah menjawab umur 13 tahun sebanyak  2 responden dengan persentase
10.0 %  sedangkan yang menjawab menikah umur 14 tahun sebanyak 7 responden
dengan persentase 35.0 % dan yang menjawab menikah umur 15 tahun sebanyak 11
responden dengan persentase 55.0 % dengan demikian dapat dipahami bahwa
besarnya jumlah yang menikah umur 15 tahun lebih banyak.
Tabel 1. 7
PILIHAN BERCERAI DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN
BULUKUMBA
Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.7 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang menikah di usia muda yang menjawab tidak bisa dipertahankan sebanyak  10
responden dengan persentase 50.0 % , sedangkan yang menjawab tidak dinafkahi
lahir batin sebanyak 3 responden dengan persentase 15 % dan yang menjawab
berbeda pendapat sebanyak 7 responden dengan persentase 35.0 % dengan demikian
dapat dilihat bahwa besarnya yang menjawab tidak bisa dipertahankan lebih banyak.
Tabel 1. 8
DAMPAK SAAT BERCERAI DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN
BULUKUMBA































Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.8 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang dirasakan saat bercerai menjawab trauama sebanyak 12 responden dengan
persentase 60.0 % , sedangkan yang menjawab perubahan peran dan status sebanyak
5 responden dengan persentase 25.0 % , dan yang menjawab sulitnya penyusaian diri
sebanyak 13 responden dengan persentase 15.0 % dengan demikian dapat dilihat
bahwa besarnya jumlah yang menjawab trauma lebih banyak.
Tabel 1. 9
ALASAN ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA YANG MASIH DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
Soal Kategori jawaban frekuensi Persentase
Mengapa bapak /ibu
menikahkan anak




























Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan  tabel 1.9 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak bahwa
yang menikah usia muda menjawab keluarga sudah menyetujui sebanyak  11
responden dengan persentase  50.0 %  sedangkan yang  menjawab  saling suka
(berpacaran) sebanyak  5 responden dengan persentase 25.0 % dan yang menjawab
selalu keluar tanpa ijin 4 responden dengan persentase 20.0 %  dengan  demikian
dapat dilihat bahwa lebih besar  yang menjawab keluarga sudah menyetujui .
Tabel 1. 10
FAKTOR YANG MENYEBABKAN ORANG TUA MENIKAHKAN

































Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.10 menunjukkan bahwa dari 20 responden, tampak
bahwa faktor menikahkan anaknya di usia muda yang menjawab faktor lingkungan
sebanyak  2 responden dengan persentase 10.0 %, yang menjawab faktor keluarga
sebanyak 3 responden dengan persentase 15.0 % , menjawab faktor sering keluar
tanpa ijin 1 responden dengan persentase 5.0 %, menjawab faktor  pendidikan
sebanyak  3 responden dengan persentase 15.0 %, yang menjawab faktor berpacaran
sebanyak 3 responden dengan persentase 15.0 % dan yang menjawab faktor
ekonomi sebanyak  4 responden dengan persentase  40.0 %  dengan  demikian dapat
dilihat bahwa lebih besar  yang menjawab faktor ekonomi.
Tabel 1. 11
KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA SETELAH MENIKAH DI
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN  BULUKUMBA



















Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.11 menunjukkan bahwa dari 20 responden,  yang
menjawab  keberlansungan rumah tangga setelah menikah  tidak harmonis (
bertengkar ) sebanyak 19 responden dengan persentase 95.0 % dan yang menjawab
tidak suka dengan mertuanya sebanyak 1 responden dengan persentase 5.0 % dengan
demikian dapat dilihat bahwa lebih besar  yang menjawab keberlansungan rumah
tangga setelah menikah  tidak harmonis    ( bertengkar )
Tabel 1. 12
USAHA YANG DILAKUKAN ORANG TUA AGAR PERCERAIAN TIDAK
TERJADI DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
Sumber data : Data primer (2017 )
Berdasarkan tabel 1.12 menunjukkan bahwa dari 20 responden,  yang
menjawab usaha yang dilakukan orang tua agar perceraian tidak terjadi  sebanyak 17
responden dengan persentase  85.0 % dan yang menjawab mendukung perceraian
sebanyak 3 responden dengan persentase 15.0 % dengan  demikian dapat dilihat
bahwa lebih besar  yang menjawab usaha yang dilakukan orang tua agar perceraian
tidak terjadi.
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